LEMBARAN DALRAH
KABUPATEN DAFRAH TINGKAT U SEMARANG

NOMOE : 5 TAHUN : 1983 SERTI : b NOMOR : 2

PERATURAN B&ERAH KABUPATEN DAFRAH TINGKAT II SEHARAHG
NOMOR : 2 TAHUN 1983
. TERTANG

bUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN
KELURAHAN .

DENGAN RAKHMAY TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI XEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

Menimbang. Bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran
penyelenggaraan Pemerintahan secara ber-
daya guns dan berhasil guna sesual dengan.
perkembangan Pemerintahan, maka sebagai pe
laksenaan Pasal 23 ayat (3) Undeng- undang
Nomor 5 Tehun 1979 tentang Pemerintahan Da
sa, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabu-
paten Deerah Tingkat II Semarang tentang

" Susunzfi Organisasi dan Tata Kerja Pemerin-
tahayr Kelurahan.

Hengingat. 1 4 Undang—undang Nomor 5 Tahun 1974 ten.-
. tamg Pokok-pokok Pemerlntahan di Daarah,
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Undang-andang Nomor 13 Tahun 1950 ten-
tang Pembentukan Daerah-dserah Kabupa-~
ten dalam 1ingkungan Propinsi Java  7

- - Tengah 3

Undang—undang Nomor 5 Tahun 1979 ten~
tang Pemerintahan Dega ;

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980
tentang Penyempurnaan dan Peningkatan

fungsi Lembaga Sosinl Desa (LSD) men-
jadi Lembagsa Ketahanan Masyarakat Dese
( LKMD ) 3 -

Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 2
Tahun 1980 tentang Pedoman Pembentukaen,
Pemecahen, Penyatuan dan Pengh'apusan -
Kelurahan ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor -
44 Tghun 1980 tentang Pedoman Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah -
Keluraban ;

Instruksl Gubernur Kepala Daserah Ting
kat I Jawa Tengah Nomor 188,5/132/1981
tanggal 25 April 1981 tentang Pelaksa-
naan Peraturan/Keputusan Menteri Dalam
Negeri dalam rangka Pelaksanaan Undang

“undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Peme

rintehan Desa,

Dengan persetujusn Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ka-
bupaten Daerah Tingkat I1 Semarang.

MEMUTUSKAN

 Henetapken: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAE TINGKAT

1

SEMARANG TENTANG SUSUNAN ORGANISAST DAN

c T&TA KLRJA PEMERINTAHAH KELURAHAH..
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(1)

o

‘8 Kepala Kelurahan H
b, Sekreteris Kelurahan ;
. 6. Kepala~kepzala Urusan ;

_.y; B A B 1 .-
XETENTUAN uuun

. Pasal 1

'-Balam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dsngan’if;f
'a. Pomerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan - - -

Republik Indonesia yang terdiri dari Prasiden":
beserta Pembantu-pembantunya ;

"b. Bupatl Kepala Dasrah adalah Bupati Kapala Dae.;
vah Tingkat 11 Sewarang ; .

oleh sejumish penduduk yeng mempunysl organi-
sasl pemerintahan terendah langsumg dibawah
Camat, yang tidak berhak menyslenggarakan run_
mah tangganya sendiri ; .

napn pererintahen Kelurahan,

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

Susunan organisssi Pemerintah Kelurshsn terdiri
atas @ ' g

d. Kepala-kepala Lingkungan.

(2) Junlah Lingkungan disesuaikan dengan kebutuhan Ke'gn“

lurshan. yang bersangkutan,

Jumlah Urusan terdiri dari sedikit—dikitnya tiga L
‘Urusan yaitu : - s i
" a+ Urusan Pemerintahan ; = S

Csm o

c. Kelurahsn sdalab suata Hllayah yang: ditampazif"

d. Lingkungan adalah baglan Wilaysh dalem Kelu -  :f
rghan yang merupakan lingkungan kerja pelaksauﬁ..




b, Urusan Parekonomian dan Pambangunan '
Ce Uruaan Keuangan dan Urusan Unam 3

'dan sebanyak-banyaknya terdiri dari lima Uruaan "
-. yaitu 2 :

" a, Urusan Psmerintahan 3 '
' . b, Urusan Perekonomian dan Pembangunan 3
‘¢, Urusan Kesojahteraan Rakyat ;-
d. Urusan Keuangan ;
. Urusan Umum,

(&Y Bagan Susunspn Organisasi Pemerintah Kelurshan se-

bagaimana tercantum daelam bampiran Peraturan Dag

._;' l’&h ini L]

3 AB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertanma
Kepala Kelurahan

Pasal 3

Keprla Kalurahan adalah alat Pemerintah yang berada
. lgngsung dibawah Camal dan d4i dalam melaksanakan tu-
', gasnya bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daersh
-melalul Camat, _ :
T Pasal LT

Kepala Kelurahan mampunya: tugas sebagai penyelengga—
~ ra dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan,
- pembangunan den kemasyarakatan delam rangka penyeleng
. garasn urusan’ ‘pemerintahan Daerash, urusan pemerinish-

- an umpum termasuk pembinsar ketentraman dan ketertiban

-sosual dengan peraturan perundang-undangan yehrg ber -
Yaku.

Pasal 5

'“Untuk.menyalenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 4

a~

'SQE ;




_eraturan Daerah ini Kepala Kolnrahan mempunyai fqu T
sl : .
B Menggerakkan partisipasi masyarakat 3 SR
b. Melaksanakan tugas dari Pemerintah atasannya ;7
¢y Melaksanakan koordinasi terhadap jalannya pemerin--.'
- tahan Xelurahan ; . o
d. Melaksanakan' tugas yang menjadi tanggung 3uwabnya o
: di bidang pembangunan dan kemasyarakatan 3 '
e. Melaksannkan tugas-tugas dalem rangka pambinaan -
ketentraman dan ketertiban.

Bagian Kedua
Sakretaris Kelurashan

Pasal 6

Sekretaris Kelurahan mempunyail tugas'menyelanggar§ - :_
kan perbinaan administrasl pemeriniahan Kelurahan -
dan memberikan pelayanan Staf kepada Kepala Kalurah-i'
an. : :

Pasal 7

- Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pagal. 6
Peraturan Daerah ini Sekretaris Kelurahan 'mempunyai
fungsl : o
a., Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan"
laporan.
b. Melaksanakan urusan keuangan, urusan pemerintahan,'
urusan pembangunan dan urusan kemasyarakatan,

Pasal 8

Sekretaris Kelurahan melaksanakan tugas den fungsi Ke_'-
pala Kelurahan apabila Kepala Kelurahan berhalangan -
melaksanakan tugasnya, i

Bagien Ketiga
Kepala Urusan

| _ _ Pasal 9 :
. Kepale-Urusan mempunyai tugas mela@sanakan UruSan—urqgf
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'5? :an yang men;adi bidang tugasny&. f' ”
' T  Pasal 10 :

:ﬂilUntuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 9 Per-
"~ aturan Daerah ini, Kepala, Urusan mempunyai fungsi pe~-
'**f.layanan ataf sesuai dengan bidang tugasnya. - -

Bagian Keempat
Kepala-kepala Lingkungan

Pagal 11

Kepala Lingkungan mempunyal tuges melsksanakan tugas
Kepala Kelurahan dalam wilaysh kerjanya. '

Pagal 12 _
Untuk melaksanakan iugas tersebut dalam Pasal 11 Per-

- aturan Daerah ini, Kepala Lingkungan mempunyai fungsi
‘membaritn pelaksanaan tugas Kepala Kelurghan dalam wi-

Yayah kar;anya.

BAB IV
TATA KERJSA
Pasal - 13

-'(1) Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Pemerintah

Kelurahan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi ’
integrasi dan sinkronisasi.

(2} Dalam melaksanakan tugmsnya sebagaimaens 'dimaksud

dalam ayat (1) Pasal ini :

" a. Sekretaris Kelurahan bertanggung jawah kepada
- Kepala Kelurshan ;

b, Kepala Lingkungan bertanggung jaxah kepada Ke
pala Kelurahan ;

c. Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Sekreta
ris- Kelurahan.

Pasal 14 o
Dalam menjalankan tugas dan keuajiban sebagai pe-
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gung jawab utama dibidang pambangunan,.xepala
rahan dibantu oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat

G

BADB v

"PEEUTUYP
Pagal 15

. tentuan yang mengatur mengenai Susunan Organisasi -
dan Tats Kerja Pemerintoh Kelurahan dan ketentuan-ke
tentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Dae-
rah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Halw-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daersh 4ini
‘akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 17

Peraturan Daerah inl mulai berlaku pada tanggal di-
nndangkanc :
| Ungaran, 7 Pgﬁruaxi 1983.-
- DEWAN PERWAKILAN RAKYAT . BUPATI KEPALA DAERAH
- DAERAH KABUPATEN DAERAH ' TIN KAT II SEMARANG,
TINGKAT IX SEMARANG ' . o
- KETUa, _
tta; ttd,

( ISMOYO HADISOEMARTO ) (Ir;seﬁsnane MARTOSISHOIO)

Disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kapa-

; Dengan berlakunys Peratursn Daerah ini maoka gemup kg- -

la Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 15 Juli 1983--'

Nonor 188 3/132/1933e| .
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. niundnngkan Dalan ‘Lembaran Daornh Kabupaton Dae-
rah Tingkat 11 Semarang Ronor 5 Tanggal 22 Agustug
1983 Sari D Nowor 2.

PJ. Sekre_taris 'Hilaya.b/l}aarah,

ttd.

Drs. BAMBANG SRIWIDIYOKO
NIP, 01002674k, '
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AHPIRAN PERATURAN. DAERAH K&Bﬂ?ATEﬂ DAERAH TINGKAT II
.- SEMARANG

Nonon ;-2 T AHUR 1983
TE N T AN G

?SUSUNAN ORGANIbASI DAR TATA KERJA PEME&IHT&H&H
KELURAHAR

BAGAN SUSUNAY ORGANISASI PEMERINTAH KELURAHAH

KEPALA KELURAHAN

SEKRETARIS KELURARAN

KEPALA URUSAN
L .
L

KEPALA LINGKUNGAN
L
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